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WAUKOTAPALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PEHATURAN WALIKOTA PALEMDANG

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAM, SUSUNAN ORGANISA$I,TUGAS DAN FUNGST SBRTA
TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PEIAYANAN TERPADU

SATU PINTU KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMATTUHAW YANG MAHA ESA

WAX.1KOTA PALEMBANG,

Mentmbang: bahwa tmtiik melaksanakan ketentuah Pasal 4 Pseraturan
Daerah Kola Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tenting
Pcmbcniukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Palembang, pcrlu menelapkan Peraluran Walikota
Palembang tentang Kcdudukan, Susanan Oiganisasi,Tugas
dan Fiingsi serta Tara Keija Dinas Fenanaman Modal dan
Pelayanan Terpada Sala Pint.u Kota Palemhang;

Mengingat; 1, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1050 tentang
Pembcntukan Daerah TingEcat II dan Kota Praja di Sumgtef^Selatan (Lepibaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 73, Tambahan l^mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tatum 2U14 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 temang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teiah
diubab bc-bc-rapa kali, tcrakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peruballan Kedua alas
Undang Undaug Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

4. Pcraturan,.-
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4. Pcmturan Pemerintnh Nomor 18 Tohtm 2016 tcntang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Taliun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6887); dan

Ft. Peraturan Daerah Kota P&lembang Nomor 6 Tahun 2016
tentang IPeinbcntukaii dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Palembang (Lembaran Daerah Kora Palembang Tahun 2Gif>
Nomor 6}.

MEMUTLTSKAN:

Menetapkan; PERATURAN WALIKOTA TENTANCT KEDUDUKAN * SUSUNAN
OROA NISASI, TUGAS DAN FUNGS! SERTA TATA KERJA DINA$
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALEMBANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasai I

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
I , Kotaodalah Kota p& jembong-s' Pemciintah Kota adaiah Pemermtah Kota Palembang.
A* Walikota adaiah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakit Walikota P&lernbang,

5. Sckretails Dacrah adalah Sekretaris Daerah Kota
Pa!cm bang,

0. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Sam
Pintu adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Palembang.

7. Kcpaia Dinas adakth Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pclayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang.

8, Sekrttaris adalah Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal
Dan Pclayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palernbang.

d. Bidang adalah Bidang pada Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang.

10.Sub Bagian adalah Sub Ekigiaii pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang.

II.Seksi adalah Seksi pada Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayartan Terpadu Satu Pintu Kota. Palembang.

12.Urusan adalah unisan pernerintahan yang menjudi
keivemmgan Pemeiintah Kota Polembang.

IS. UniL PelaksanaTcknls adalah unsur pelaksana teknis pada
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Salu Pintu yang
berada di bawah dan beitanggung jawab kepada KepaJa
Dinas.

14.Kelompok Jabatan Fnngsional adalah sekelompok jabatan
yang berisi rnngsi dan tugas berkaiian dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pudu keahlian dan
ketrampilan tertentu.

BAD li...
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Pasal 2

( ± ) Dinaa Penanaman Modal Dan PoJavanan Terpadu Satu
Pintu merupaktm unsur pel&ksana Urustm Pemenu tailan
biriang Penana man Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintn .

Dinas Penanaraan Modal Dan Pelayanan Terpadu Satis
Pinta dtpimpin deh senrang Kepala Dinas yang
berkedjudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalUi Sekrctariis Daerail.

[3J Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Susiman Organisasi Pemerimahan yang menjadi
kewenangan Daerah sebagaimana dimuksud pada ayat (1}
mempunyai tugas membanm Walikota meiaksanakan
umsan di bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Smu Pintu dan tugas pembaiituan.

(4 j Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayai (3J menyelenggarakan iungsi:
a. pentmusan kehijakan teknis;
b. pclaksanaan kebifakan sesuai dcrigan lingkup lugasnya;
c. pemdengEaraan urusan pemerintahan dan pelayanan

umum;
d. pdaksanaan evaluasi dan pdaporau sesuai deogan

lingknp t.ugasnya;
e. pdaksanaan administraSi ditias sesuai dengan lingkup

tugasnva; dan
f. pelaksanaan fangs! Iain yang diberikan oleh Walikota

terkait dengan tugns dan fungsinya.

Pasal 3

( 1) Susunan Organisasi Dinas Penanamaii Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdin dan;
a. Kepaia Dinas;
bj Kekreiariat, membawalii:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bugiuin Keuangan; dan
3. Sub Bagiai i Perencanaan dan Pelaporan.

c. Ridang Pterencanaan dan Pengembangan Iklim
Penanaman Modal , membawahi:
1 „ Seksi Perencrmaan Penanaman Motial; dan
2. Seksi Defcgulasi Penanaman Modal dan

Pemberdayaan Usnhu.
d. Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahi:

1.Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal; dan
2. Seksi Pelaksanaan Promosi dan Sarana Prasarana

1;,cnanaman Modal,
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e. Bidang Peiigirndalian Pdaksanaan Penanaman Modal
dan Informasi Penanaman Modal, membawahi:
1. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pciaksanaan

Pcnanaman Modal; dan
2. Seksi Pengolahan Data, Sistem InFormasi dan

Peraibiuaan Pelaksanaan Penanaman Modal.
f. Bidang Penyclcnggaraan Pclayanan Perizinan dan Non

Perizinan Perekonomi&n dan Kesra, membawahi:
1.Seksi Pclayanan Peri?:I nan dan Non Perizinan Usaha,

Kcsellatan dan Kesra: dan
2.Seksi Pclayanan Perizinan dan Non Perizinan

Perindustriairii Perdagangan , Koperasi dan Pariwisatu,

g. Bidang Pcnyelcilggarasn Pclayanan Perizinan dan Non
Perizinan Dembangunan dan Lingkungan* ntembawaht;
1.Seksi Pclayanan Perizinan dan Non Perizinan

Pembangunan, Ungkungan dan Penanoman Modal;
dan

2.Seksi Pclayanan Perizinan dan Non Perizinan
Konsi ruksi dan Perhubungan.

Ik Bidang Fengaduan, Kebijakan dan Peiaporan Layanan,
membawahi:
1. Scksi Pengaduan, Informasi dan Pelaporan bavarian;

dan
2. Seksi kehijakan, Pencillu han dan Pcningkatan

Layanan.
i. Unit PeJaks&na Tcknis; dan
j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sckretaiis yang berada di bawah
dan bertanggung jawah kepada Kcpala Dinas.

(3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang
berada di bawah dan beriariggung jawab kepada Kepala
Dinas.

(d ) Masing-mnsing sob bagian dipimpin oleh Kepala Sab
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.

(5) Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawaJb kepada Kepala
Bidang.

(61 Hubungan antara Kcpala Dinas dengan bawahannya atau
sebaliknya seeara administratif dilaksanakan melalui
Sekretaris.

(7} Bagari S U u k t u r Qrgardsasi Dinas Penanamort Modal Dan
Pclayanan Terpariu Sato Pinto , sebagaimana dimaksod
pada aval fl} tcrcairtum dalam Lampiran Peraturan
Wafikota ini.
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BAB H !
URAfAN TUGAS DAN FUNGS!

Bagian kesatu
kepala Dinas

Pasal 4

Kepai^ Dinas mempunyai tugas mclaksanakan urusan
pemerintahan bidang Benanaman Modal Dan Pelayanan
Tcrpadu Satu PinLu befriasarkan keten tuan peraturan
perundang-undangan yang beSaku dan pccunjuk
pelaksanaannya.

Bagian Kedua
Sekrctariat

Pasal 5

(1) Sekretans mempunyai tugas membantu Kepaia Dinas
dulam mengknorrimasikan perencanaan. keuangan dan
pelaporan sena mcnyeleuggarakan urusan admintstrast
umum,perkantoran, dan kepc&awaiaii.

\2 ) Umuk mclaksanakan tugas scbagaimana dimaksuti paria
ayar ( 1}T Sekretaris raempunvai lungsi:
a. pcnyusunan rencana program dan kegiatan

kcsckretarlatan;
b. pelaksanaan program kcrja dan kegiatan scrta

pelayanan administrasi kcsckieiaiiatem meiipuu tata
usaha, kepegawaian, admmistrai umum, pcriengkapan ,
keuangan sertu pcnyusunan program;

c. pengawasrm, pc.mbmaan dan pengendalian Higas
keeekretariatan;

d . peSaksanaan kooidina$i dan kerjasama dengaii instansi
terkair;

e. pelaksanaan monitoring,, evaluasi dan pelaporan
pdaksanaan tugas; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang riihenkan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan lugas dan fungsinya.

Pasai 6

[1) Sub Baglan U m u m dan kepegawaian, mempimyoi tugas:
a menyusun reneana program dan kegiatan sub bag:an

umum dan kepegawaian;
b. nwngelola admiiiislrasi unium dan surat menyurat;
c . mengdoia kearsipati dan kepustakaan;
ck mengeloia adnunistrasi barang, perlengkapan dart

kendaraatt dinas;
e. mengeiola urusan rumah tangga, kehuinasan dan

keprotokolan;
f. mengeiola administrasl kepegawaian dan perjalanan

dinas;

g. melaksanakam*. ^
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g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
bidang tugasnya;

h. melaporkan basil keria capaiaa kincija; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya*

[2\ Sub Bagian Kcuangan, inenipunyai tugas:
a. menyusun reneana program dan kegtalan sub bagian

keuangan;
b. menyusim rencana anggaran kerja dinas;
c. menyusun renoana plnfpn kebutuhan anggaran dan

pcnggu naan anggaran;
d. mengeiota administrasi keuangan belanja langsung dim

belanja tfdak langsung;
e. menyusun clan menganafisa laporan keunngan;
t mengontrpl kegiatan pcrbcndabaraan * verifikasi dan

pembukuan /akuntansi;
g. rnciaporkan hasil keija capaian kineija; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan Iain sesdai dengan

bidang tugasnya.

(31 Sub Bagian Pcrcncanaan dan Peiaporan , mcmpunyai Lugas:
a. menyusun rcncana program dan kegiatan dinas dan sub

bagian perenranaan clan peiaporan;
b. melaksanakan koordioasi penyusunan program dan

kegiatan antar bidang;
c. menyusun dokumen perentanaan dinas;
d. niengukur capuiau kineija program dan kegiatan

bidang;
e. monitoring dan evaluasi capaian kinerja dinas;
f * menyusun dokit men pelaporan dinas;
g. melaporfcan basil kerja capaian kinerja; dan
h. melaksanakan tugps kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

Bagian Ket.iga
Bidang Perencanaan dan Pengemhangan Jkiim

Penanaman Modal

Pasal 7

(1) Bidang Perencaanaan dan Pengembangan lklim Penanaman
Modal, mempunyai tugns melaksanakan sehagian tugas
dinas di bidang Perencarmuan dan Pengembangan lklim
Penanaman Modal.

(2) Unfuk melaksanakan uigas sebagaimana dimaksud pada
ayat ( lb Bidang Pcrcncaanaan dan Pengembangan lklim
Penanaman Modal mempunyai iungsi:
a, pengkajian, penyusunan dart pcngusulan rcncana am urn ,

rencana strategis dan rcncana pengembangan
penanaman modal lingkup fb-ierv - h berdo.sarkan sektor
usaha mailpun wilayah;

b. pengkajisr,.^ ^|
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b. pengkajian, pcnyi1su nan, pengusuian
dcrcguiasi/kchijakun, pengembang&n potcnsi clan
peluang penanaman modal dengan memberdayakan
hadan usaha mdalui pcnauaman modal, aniara lain
mertingkatkan kemitraan dan daya saing penanoman
modal lingkup daerah;

c. pelaksanann koordinasl dan kerjasama dengan instansi
tcrkait;

d. pelaksanaan moriitoring, evaluasi dan peluporan
pelaksanaan rugas; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sftsuai dengan tugas dan fungsinya,

Pasal 8

(1| Seksi Ferericanaan Penanaman Modal, melak&anakan
tugas:
a. menyusunan rencana. dan program keija seksi

Perencanaan Penananum Modal ;
b. melakukan pengumpjilan data, anaHsis dan penyusunan

rencana umum, rencana strategic dan rencana
pengembangan penanaman modal lingkup dajjerah
berdasarkan sektor usaha;

c. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusrman
rencana umum , rencana strategis dan rencana
pengembangan penanaman mixiai iingkap daerah
berdasarkan wilayah;

d. melaporkan basil kerja dan capaian kineija; dan
e. melaksanakan tugas kedinasan Sam sesuai dengan

bidang tngasnya.

(2) Seksi Dei thru iasi Pcnanaman Modal dan Pembertlayaan
Usaha, mempunyai tugas:
a. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan

dcrcguJnsi/kchijnkan penanaman modal lingkup daerah
berdasarkan sektor tisaha;

b. melakukan pengumpulan data, analysis dan ptmyusiunah
deregutasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah
berdasarkan wilayah;

c. melakukan pengumpuian data dan anallsis pcLaku
usaha mikm, kecil , menengah, besar dan koperasi;

d. melakukan pembinaan pelaku usaha mikro, kecil,
menengah, besar dan koperasi;

e. mealpprkan htisil kerja dan capaian kineiya; dan
f. melaksanakan tugas ketlinasan Iain sesuui dengan

bidang tugasnya.

Bag;an Keempat., .
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Bagian Keempat
Bulang Promosi Penanaman Modal

Pusa!9

(1) Hidang Promosi Penanaman Modal, mcmpunyai tugas
melaksanakan sobagian tugas dinas di bidang Promosi
Penanaman Modal.

{ 2 ) Umuk melaksanakan tugas sehagaimnna dimaksnd pada
ayai (1), Bidang j'romosi Penanaman Modal mcmpunyai
fungsi;
a. pelaksanaan pemantauan reansasi ponanaman modal

berdfisarkan sektor usahn dan w[layah dan pengawasun
kepatuhan perusaharm penrmnman modal sesuai
ketentuan kegiaian usaila dan peraturan penmdang-
undangan;

b. pelaksahitah pembinaani fasiliiasi penyelesaian
permasalahan penanaman modal dan Pdaksanaan
pembangunan dan pfcngembangan sistem irrformasi
penanaman modal dan pengolahan data penanaman
modal; dan

c. pel&ksanaan koomiuasi dan keejasama dengan instansi
reekait;

d . pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pclaporan
pelnks&nnan tugas; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
KepaJa Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

{!) Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal,
mcmpunyai tugas:
a. melakukan pengumpulan data, aualisis dan

penyusunan kebijakan /strategi promosi penanaman
modal iingkup danrah berdasarkart sektor usaha;

b. melakukan pengumpulan data, analisis dan
penyusunan kebijakan/strategi promosi penanaman
modal lingkun darrab berdasarkan wilayah;

c. mclaporkan hasii keija eapaian kinerja ; dan
u, melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidaag tugasnya.

(2J Scksi Pelaksannan Promosi dan Safana Prasarana
Penangman Modal , mempunyai tugas:
a. melakukan pereneanaan promosi berdassrkan sektor

usaha dan wilayah;
b. melakukan promosi berdasarkan sektor usaha dan

wilayah;
c. melakukan penyiapan hahail/Parana dan prasarana

promosi penanaman modal;
d. melakukan publikasi dan riistribusi bahan-bahan

promosi penanaman modal;

e . melaporkan...
w,
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e. meluporkan hasil kejja capaian kinc^a; dan
f. meluksunukan tug&s kedinasan lain sesuai dengan

bklang tugasnya.

Baglai - Kelima
Bidrang Pengendfllmn Petaksanaan Penanaman

Modal dan inform^ ?;: Pertanaman Modal

Pasal 11

(1) Bidang Pengcndaltan Pelaksanaan Penan a man Modal dan
Informasi Penanaman Modal , mempunyai togas
[nolaksanakan seb&gian tugas dinas di bidang PengjendaliaiL
Pelaksanaan Penanaman Modal dan InFormasi Penanaman
Modal.

(2) Untuk melaksanakan togas sebagaimana dimaksud patia
ayat ( l ) f Bidang Pengendtilian Pelaksanaan Penanaman
Modal dan Informal Pen^jiaman Modal mempunyai fungsi:
fL pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyeles&iart

permasaiahan penanaman modal dan pelaksanaan
pernbangunan dan pengembangan sistcm informssi
penanaman modal dan pengoinhan data penanaman
modal;

b. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dcngan instansi
terkail;

c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan peiaporan
pelaksanaan tugas; dan

cL pelaksanaan Lugas- Lugas bun yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasat 12

(3j Seksi Pemantauan dan Pengawasan PelakSanaan
Penanaman Modal, mempunyai togas:
a. melakukan pcngawasan kcpatuhan perusahaan

penanaman modal sesuai kelentuan kegiatan usaha dart
peraturah pcrundatig-undangan;

b. melakukan pembinaan dan fasilitasi penyelesajan
pcrmasaianan penanaman modal;

C. melaporkan hasil kerja capaian kineija; dan
d , melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

[4} Seksi Pengolahan Bata, Sistem Inforrhasi dan Pembinaan
Pelaksanaau Penanaman Modal, mempunyai tugas:
a. melakukan pengolahan data dan pelaporan perizinan

dan non perizinan penanaman modal;
b. melakukan pembaftgunan dan pengembangan sistem

informasi penanaman modal;
c. melakukan pembinaan pelaks&it&art i^etianaman modal

berdasarkan sektor usaha dart wilayah;
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d. iFielakukan fosiltrasi penyelesaian permasatelian
jxmariHjnan modal iingkup daerah;

e. meSaporkan hasil kena capaian kineija; dan
f. tneiaksanakan tugas kedmasau, iadi st-suai dcuigan

bidang tugasnya.

Bagian Kcenarn
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan I’trizinan daii Nonperizman

Perekononian dan Kesejabteraan Rakyat

Pasal 13

( 1 ) Bidang Pcnyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizimm Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat,,
mempunyaj togas mclaksanakan sebagian togas dinas di
bidang Pcnyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Perekotiomian dan Kesejahteraan Rakyat

{2J Untuk melaksariakan togas sebagaimana dimaksurt paria
avat ( 1 ) , Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan Perekonomian dan Kê iejabteraan Rakyat
ITIEmpunvai fu ngsi ;
a. pelaksanaan proses pcncrbitan perizinan dan non

perizinan usaha, kcsehatan dan kesra;
b. pelaksanami proses perierbikin perizinan dan non

perizinan perindustrian, perdagangan, koperasi dan
pariwisata;

c. peiaksanaan koordinasi dan keijasama dengan instansi
terkait ;

d. peiaksanaan monitoring, evafuasi dan peiapctrart
peiaksanaan tugas; dan

e_ peiaksanaan tugas-tugas lain yang dtberikan aleh
Kepalu Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Pasal 14

(1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha,
Kcsehatan dan Kcsra, mcmpunyai tugas.

a* meSaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan
dan non perizinan usaha, kesehatan dan kesra ;

b. merencanakan penyclenggaraan pelayanan perizinan
dan non perizinan nsahft, kesehatan dan kesra:

c. mengoIan penyeienggaraan pelayanan perizinan dan non
peminan usal'sa. kesehatars dan kesra;

d. mcmeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan
perizinan dan non perizinan nsaha, kesehatan dan
kesra;

c. memveriftkasi pcnyelenggaraan pelayanait perizinan dan
non perizinan usaha, kesehatan dan kesra;

f. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan
dan non perizinan usaha, perdagangan, industri dan
pariwisata;

g* TnengkGorviiriasik^̂ . ^
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g. mcngkoarttinasikan pcnyerenggaraan pelayanan
perizinan dan non perizinan usaha, kesehatan dao
kesra;

h. menvalidasi penyrfenggarsian pelayanan perizinan dan
non perizinan usaha, kesenatan dan kesra;

i. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan
dan non perizinan usaha, kcsehatan clan kesra;

j. mettgadministrasi pelayanan penyeienggaraan
pelayanan perizinan dan non perizinan usaha.
kesehatan dan kesra;

k. mcncrbitkan dokumen lavanan perizinan dan non
perizinan usaha, kesehatan dan kesra;

l. melaporkan iiasil kerja capaian kinerja ; dan
m. melakianakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidung tugasnva.

(2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Kan Perisnan Perindustrian,

Perdagangan, Koperas! dan Pariwisata, mempunyai tugas:
a. merencanakan penyelersggaraan peiayanan perizinan

dan non perizinan perindustrian, perdagangan, koperasi
dan pariwisata;

b. mcngolah pertyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan perindustrian, perdagangan, koperasi dan
pariwisata;

c. memeriksa dokumen/berfeas pemohonan pelayanan
perizinan dan non perizinan perindustrian,
perdagangan, koperasi dan pariwisata;

d. memverinikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan
non perizinan perindustrian , perdagpngan, koperasi dan
pariwisata;

e. mengiricntiflkasi pcnyelenggaraan pelayanan perizinan
dan non perizinan perindustrian, pertfagangan, koperasi
dan pariwisata;

f. menvaiidasi pcnyelenggaraan pelayanan perizinan dan
non perizinan perindustrian, perdagangan. koperasi don
pairiwisata;

g. memhuat konsep penyeienggaraan pelayanan perizinan
dan non perizinan perindustrian, perdagangan,
koperasi dan pariwisata;

h. mengadmmistrasi pelayanan pcnyelenggaraan
pelayanaii perizinan dan non perizinan perindustrian,
perriagangan , koperasi dan pariwisata;

h tnenerbitkan dokumen layanan perizinan dan non
perizinan perindustrian, perdagnng.au, koperasi dan
pariwisata;

j. melaporkan hasil keija capaian kinerja; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

hidang tugasnya.

s
Oagian Kctujuh . .. .
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Bagsan l&tujuh
Bidang Pcnyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Pembangunan dan Lingkungan

Pasal 15

(1) Bidartg Penyelenggaraan Pelayanan Perizman dan Non
Perizinan Pcmbangunan dan Lingkungan, mempunvai tugas
melaksanakan aebagi^n lugas dinas :ii bidang
Penyelenggaraan Pdayanan PeiMnan dan Nun Perizinan
Pembangunan dan Lingkungan.

(2J Ui'ituk mdaksonakan togas sebagaimaim dim&ksud parla
ayat (1), Ridang Penyelenggaraan Pelayunan Perizinan dan
Non Perizinan Pembangunan dan Lingkungan mempunyai
fungsi:
a. pelaksanaan proses penerbitaii perizinan dan non

penzbtan pcmbangunan, lingkungan dan penanaman
modal;

b. pelaksariaaii proses penerbitan perizinan dan non
perizinan konstniksi dan perhubu ngan; dan

c. petaksailnan koordinasi dan keijasama dcngan insmnsi
terkait;

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaponan
pelaksanaan tugas; dan

e. peiaksanaan lugas-ttigas lain yang dtberikaii oleh
Kepala Hinas sesuai dcngan tugas dan fungsinyst.

Pasnl 16

(1} Scksi Pelayanan Perizinan dal's Non Perizinan
Pembangunan, Litigkungan dan Penadaman Modal,
mempunyat tugas;
a. indaksanaka.Ti penyelcnggaraan pelayanan perizinan

dan non perizinan pembangunan, lingkungan dan
penarLaman modal;

b. merencanakan penyelenggafaan pelayanan perizinan
dan non perizinan pcmbangunan , lingkungan dan
penanaman modal;

c. memeriksa dokumen/ berkas pemtthonan pdayanan
perizinan dun non perizinan pcmbangunan, lingkungan
dan penanaman modal;

d. memvenfikasi pcnyelenggaraan pelayanan perizinan dan
non perizinan pembangunan , lingkungan dan
pensnaman modal;

e. mengidentifikasi penvelenggaraan pelayanan perizinan
dan non perizinan pernbarigunan, lingkungan dan
penanaman modal;

f . membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan
dan non perizinan pembangunan, lingkungan dan
penanaman modal;

g. mengadmiiusirasi. . .
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g. mengadrninistrasi pelayanan pcnyelcnggaroan
peMyanan perizinan dnn non perizinan pembangunan,
lingkungan dan pcnanaman modal i

h. menerbitkan dokumen layanan perilsnan dan non
perizinan pentbangunanT lingkungan dan penana man
modal;

i mclapnrkart hasil kerjacapaian klnerja; dan
j; ruelaksanakan rugas kedinasan Iain sesnai derigan

bidang tugasnya.

(2 j Scksi Pefayanan Perizinan dan Non Perizinan Konstruksi
dan Perhuhungan , mempunyai togas:
a. merencanakan penyeienggaraan pcJayanan perizinan

dan non perizinan kpnstruksi dan perhubprigaii;
b- mcngolah penyeienggaraan pclayanan perizinan dan non

perizinan konstruksi dan perhubungan;
c. mdneriksa dokumen/ berkas pemohonan pelayanan

perizinan dan non perizinan konstruksi dan
perhubungan;

d. memverifikass penyelcbggaraan pelayanan perizinan dan
non perizinan konsiruksi dan perhubungan;

e. mengidentiiikasi pcnycleiiggaraan pelayanan perizinan
dan non perizinan konstruksi dan perhubungan:

ft lUengkoordinasikan pcrtye.lenggaraan pelayanan
perizinan dan nan perizinan konstruksi dan
perhubungan;

g. rncnvalidasi pertveienggaraan pelayanan perizinan dan
non perizinan konstruksi dan perhubungan;

h. membuat konsep penyelenggarasiri pelayanan perizinan
dan non perizinan konstruksi dan perhubungan;

i. mengadmmistrasi pelayanan penyelenggaraan
pelayanan perizinan dan non perizinan konstruksi dan
perhubungan;

j. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non
perizinan konstruksi dan perhubungan;

k. melaporkan hasil kerja capaian kinerja; dan
t. me1aksanak&n tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan
Bidang Pengadu&n, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Pasal 17

(1) Bidang Pengaduam Kebijakan dan Pelaporan Layanan ,

mempunyai tugas mebiksonakan sebagian togas dinas di
bidang Fengaduan, Kebijakan dan Pclaporan Layanan.

(2j Untuk metaksanakan lugas scbagajmana dimaksuri pada
ayat ! lk Bidang Pengadutm, Kebijakan dan Felaporan
Layanan mempunyai fungsi:
a. peiak.sanaan penanganan pengaduan pelayanan

perizinan dan non perizinan di bidang Pcngaduan ,
Kcbijakan dan Pelaporan Layanan;

b. peiaksnnaan...
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h. pdaksanaan penyusiman kcbijakan, honnonisasi dan

pemberian advokasi iayanan serin sosiaiisasi
pcnyuUrban kepada masyarakat dalam pcnyelenggaraan
perninan dan non perizintiri;

c. peiaksanaan koardinasi dan kerjasatna dengan instansi
terkait;

d. polaksandan monitoring, evaitlasi dan pelaporan
pciaksanaan Logos; dan

e. pelaksanaan tugas-tugns lain yang dibcrikan oleh
Kepala Dinas sesuai dcngan tugas dan fungsinya.

Kasai IS

(1J S^kfu Pengaduau, Informasi dan Pelaporan Iayanan
mempunyai togas:
a. mciaksanakan administrasi pengaduatt, in formasi.dan

kcmsultasi layanan dsd&m periyelenggaruan pcIayanan
perizinan dan non pciizinan;

b. menyiapkan dan meilgumpoilcan data pcngaduan dan
konsultass Iayanan dalam pcnyelenggaraan peiayanan
perizinan dan non perizinan ;

c. merencanakan pcnanganan pengaduan dan koresult&3i
Iayaoan dalam penyelepggaraan pciayanan perizinan
dan non permitah;

d. mengidcntifikasi teknis pcnanganan pcngaduan clan
konsoltasi iayanan seeara teknis dan opcrastotlal
penyclcnggaraan pclayanan perizinan dan non
perizinan;

e. mendokumentasikan dan mensarsipkan penangartan
pcngaduan dan konsultasi Iayanan dalam
penyelertggaraan pelavanan perizinan dan non
perizinan;

f. memuenkan dan meiiiiasiiitasi konsultasi Iayanan
dalam pcnyelenggaraan perizinan dan non perizinan;

g. menganalisis data permasaiahan dalam
penyelenggaraan peltryanan perizinan dan non
perizinan;

h. nterumuskan permasalahan pcnanganan pengaciuan
dan konsultasi Sayanan dalam rangka penyelenggaraan
pclavanan perizinan dan non perizinan ;

i. membuat konsep pcnanganan pengaduan dan
tindaklanji.it pcngaduan, informasi dan konsultasi
layanan daiam penyeleilggaraan perizinan dan non
perizinan;

j. mtilaporkan basil keria eapaian kineija; dan
k. mciaksanakan togas kedinasan lain sesuai dcngan

bidtmg tugasnya.

(2) Setai... &
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{2} Seksi Kfebijafean, Penyutuhan fian Peningkatan bavarian
manpunyai tugus;
a, meivyiapkan bahan-bahan kebijakan perataran dan

advokasi terkail dengan pelayanau. perizman da!i ngii

perizinan serta bahan peayuluhan kepada masyarakai;
b, inerencanakan kebijakan dan harmonisasi serta

advokiisi Iayajmn terknil dengan pelayanan perizinan
dan non perizinan;

c, raengumpulkan bahan kebijakan [ peraturan perund&ng
undangan} terkait harmtmisasi rcgulasi daerah dan
advokapi penyelesaian sengketa pelayanan perizanan
dan nor- perizin^rs;

d, mcnganalisis bahunbahan kebijakan (peratucan
perunriangundangan) teikait harmonisasi regulusi
dacmh dan advokasi penydesaian sengketa. pelstyanan
perizinan dan non perizinan ;

e, mengkaji dan mengoiah (simplifikasf, sinks onisaai]
bahan-bahan kebijakan dan harmonisesi, sorta
memfasilitasi pendampingan dan/atau pelaksanaan
advokasi {terEiiusuk untuk mernenuhi ajudikasi dan
mediasij dalam penyelesaian sengketa pelayanan
perizinan dan non perizinan sesuai keientuan peraturan
penindang-undangan;

r. memberikan sosialisasi penytiiuhan kepada masv arakat
dalam penyetenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan;

g, melaporkan hasll kerja capstan kineija; dan
hi melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

biclang tugasnya.

DAB IV
UNIT PELAKSANA TEkNlS

Pasal 19

( t ) Unit Pelaksana Teknis mempakan imsur pelaksana teknis
operational dinas.

i'2 ) Unit Pelaksana Teknis dipimpln oieh seorang kenala yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya. Unit Pelaksana Teknis
memptmyal futigsi:
a. Pciaksanaan tugas dinas sesuai dengan bidang

operasionalnya; dan
b. f^faksanaan urusan admiaisliasi teknis operasional,
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Pasal 21

•Jtimlah, noofenklaUir* sudurian organisasi, uraian tugas dan
fungsi Unii Pclaksana Teknis ditetapkan dalam Peraturan
Waliknta tersendiri.

BAB V
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

{1) Kelorapok dabafan Fungsionai mempunyai mgas
melaksanakan kegintan teknis sesuai dengan bidang
keahiian ma5ing*ma$mgT

[2J Kelompok Jabatan FungSfiOJial dibagi kcdakim sub-sub
kelompok fwsuai dengan kebutuhan dan rnaslrig musing
dfpimpin oleh seurang tenaga fungsiono! senior.

(3} Kelompok Jabaian Pungsional dapat ditugaskan kedalam
hidang dan/atau seksi vang scsuai dengan butir kegiatan
teknis fungsionaj.

Hi Kebutuhan tenaga fungskmal dileniukan berdasarfcan sifai,
jenis dan beban kerja.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembi&yasn pada din&s berasa! dan Anggaran Petidapai&n dan
Belanja Daerah Kota , Anggarart Pendapatan dan Ilelanja
Daerab Provinsi dan Anggarun Pendapatan dan BeUinja Negara
serta sumlitr sumter lairmya yang sah.

BAB VH
TATA KERJA

Pasal 24

( 1 ) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau
sebaltknya secani adminisuntil dilaksanakan melahb
Sekreturis.

(2) Kepula Dinas, Sekrctaria, Kepaia Bidung, Kepala Sub
Bagidb* Kepala Seksi dan Kcpala Unii Helaksana Teknis
da!am mdaksanakan tugastugasnya wajib menerapkan
prinsip kooi'dinasi, integral , sinkronisasi dan simpliftkasi
baik seeara vertikal, horizontal dan diagonal dalam
Ungkungan masing-masing muupun antai saiuan
organisasi di Imgkungun Pememnaii Kota serta dengan
installs! lain di luar Pemcrintah Kota sesuai dengan Ingas
masing-masing.

(3) Kepala Dinas. ,^^^
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(3} Kepaia Dinas, Sekretaris, Kepoia Ridarsg, Kepaia Sub
Bagian, Kepaia Scksi dan Keptda Unit Peiaksana Teknis
bertanggung jawab meminipin dan. mengkoordinadPan
bawatlarrnya masing-making dan nii:inberikan bimbingan
sena petunjujt bag? pdaksanaan tugaa bawahannya.

[4J Kepaia Dinas, SekreULriS, Kepaia Ritiang, Kepaia Sub
BagiHn, Kepaia Seksi dan Kepaia Unit Petaksana Tcknis
wajib mengikuti dan mematuhi pelimjuk dan bertanggung
jawab kepada atasan masing-masing sena menyampaikan
laporan tepal waktu.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpman satuan
Organisasi dan hawohan diolah dan dipergunakan sehagai
bahan perttnibangan dalam penyusunan kebijakan tebih
Ian jut.

(6) Dalam hai Kepaia Dinas berhalangan, Kepaia Dinas dapat
menunjuk Sckietaris Dinas atau Kepaia Bidang di
iingkungan Dinas berdasarkaii senioritys dan kepangkatan.

DAB vm
KETENTUAN PERALIHAN

Pasa] 25

(1) Efektifitus pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
sebagaimana diatur daiam Peraturan WaS'kota ini,
wajib diiaksanakart se1ambat-lambatnya pada tanggal
1 Januad 2017.

(2 j Segala ketentuan yang bertentangan dan atau lidak sesuai
dengan Peraturan Walikota ini dilakukan penyesuaian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Proaedur dan mekaniame pelaksanaan tugas dan fungsi dinas
yang hersi fat internal diatur lebth kmjut oleh Kepaia Dinas.

Pasai 27

Deitgan berlakunya Peraturan Walikota ini, sehagaimana telah
di ubah bebempakali terakhir pada Peraturan waiikora Nomor
55 Tahtiri 2015 tentang Pelimpahan Srhag:an Kewenangan di
Biclang Pcrijinrm dan Non Perijinan Kcpada Kepaia Badan
Penanmuan Modal dan Pelayanan Terpadu Sam Pintu di cabui
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasai 2S



Pasal Jo

* P

Peraiuran Waiikota ini mulai btrlaku pada tanggal
diunciangkan.
Agar sfiuap orang mengetahuinya, memerintahkan
pcngundangan Pcraturan Waiikota ini. dongan pencmpatano n
daiam Bcrita Dacrah Kota Paiempane.

%
_
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